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Menimbang : a.

BUPATI NATUIYA,

bahwa untuk menciptakan suatu landasan hukum yang
tertib hukum, dan sesuai dengan Perundang-undangan yang
berlaku diatasnya, perlu dibuat Peraturan yang
berkesesuaian.

bahwa Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun zOLs
Tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan
Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna tidak Sesuai
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2OOT Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati
Natuna Nomor 18 Tahun 2015 te;rtang Ambang Batas
Pemakaian Belanja Pada Badan I"ayanan Umum Daerah
Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 38
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Natuna Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ambang Batas
Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Nahrna.

b.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999 tentang
Pembenttrkan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan HiliA Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 39021 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubatran Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, I(abupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lO7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286l.;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendahara.an Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan
Peraturan Penrndang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan [,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

2.

3.

5.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor L40, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah ;

Perahrran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLO tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Penrbahan
Kedua Atas Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 31O);

Peraturan Daerah Kabupaten Natrrna Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Natrrna Tahun 2OL3 Nomor 6);

MEMUTIISKAIT :

Menetapkan : Pencabutan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun
2015 tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan
Layanan Umum DaerahKabupaten Natuna dan Peraturan
Bupati Natuna Nomor 38 Tahun ?OLS Tentang Perrrbahan Atas
Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum
Daerah Kabupaten Natuna.
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Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2015 Tentang
Tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan
l,ayanan Umum Daerah Kabupaten Nattrna.

2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2015 Tentang
Pembahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun
2015 tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada
Badan Layanan Umum Daerah l(abupaten Natuna.

Pasal 2

Pengaturan Bupati yang mengahrr Ambang Batas Pemakaian
Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah l(abupaten
Natuna akan diatur lebih lanjut oleh SKPD Pemrakarsa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada

Diundangkan di Ranai
pada tanggal * obWo- %t-b

SEKRETARIS DAERAII
I(ABUPAIIIT NATUNA,w

SYAuST'RI?,o.fr

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN NOMOR E
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